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PUTUSAN
Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang mengadili perkara-perkara tertentu pada
tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Cerai Talak antara pihak-pihak :

XXXX, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah
Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten
Langkat, sebagai Pemohon;
Melawan
XXxX, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota

Binjai, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak
tertanggal 24 Juli 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor
xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb, tanggal 24 Juli 2020, mengemukakan hal-hal sebagai
berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 30 Agustus
2016 di Kecamatan Bahorok, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:
xxxx/2016 tanggal 30 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan
Agama Kecamatan Bahorok;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal

bersama dikontrakan di alamat Pemohon di atas;
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3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah
berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah
dikaruniai satu orang anak yang bernama xxxx, laki-laki, umur 3 tahun;
4, Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada
awalnya dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak sekitar 2017 antara
Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengakaran
dalam rumah tangga disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- Perakononian serta sering marah tidak menentu sering pergi tanpa

pamit meninggalkan rumah dan anaknya;
5. Bahwa Pemohon telah berupaya menasehati Termohon agar
Termohon di ajak bertemu, namun Termohon tidak terima sehingga
pertengkaran terus terjadi;
6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon
yang tidak kunjung berubah, akibatnya pada tahun 2018 Pemohon dengan
Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pulang kerumah orang tua
Termohon dialaamt tersebut diatas, sedangkan Pemohon tetap tinggal
dirumah kontrakan Pemohon dialamat tersbeut diatas, namun demikian
antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon
tersebut, pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya mendamaikan,
namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa
kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi untuk
dipertahankan dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama
Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk
menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon
selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang
amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :
a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
b. Memberi izin kepada Pemohon (x) untuk menjatuhkan talak satu raj'i
terhadap Termohon (x) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
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c. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan
peraturandan perundang-undangan yang berlaku;
SUBSIDAIR :

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa demi kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan
Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta telah diperintahkan
supaya masing-masing datang menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang
menghadap secara in person di persidangan, sedangkan Termohon tidak
pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil
atau kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi Tentang kewenangan,
walaupun menurut Relaas Panggilan Nomor 1125/Pdt.G/2020/PA.Stb yang
dibacakan di muka persidangan, ternyata Termohon telah dipanggil secara
resmi dan patut serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah
secara hukum;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Termohon tidak
hadir, Ketua Majelis memberikan nasehat kepada Pemohon supaya
menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena
Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan
perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali dengan
pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh
Pemohon tanpa perbaikan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah
mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor
xxxx/2016 tanggal 30 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan
Bahorok, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Bukti tersebut telah
diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan 2 (dua) orang
saksi dari pihak keluarga dan orang terdekat Pemohon yang selanjutnya

memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada
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pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI | PEMOHON, telah memberikan keterangan di persidangan
dan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri
yang menikah pada tahun 2016 di Kecamatan Bahorok;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di
rumah kontrakan di Dusun Bandar Bunga, Desa Sematar, Kecamatan
Bahorok, Kabupaten Langkat dan tidak pernah pindah tempat tinggal;

- Bahwa Saksi pernah mendengar dan juga melihat pertengkaran
tersebut ketika saksi berkunjung ke rumah kediaman bersamanya;

- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Pemohon dan
Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2017 mulai
terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;

- Bahwa yang menjadi sebab pertengkaran Pemohon dengan
Termohon, karena Termohon merasa kurang cukup uang belanja
rumah tangga yang diberikan Pemohon kepada Termohon, Termohon
sering meninggal-ninggalkan rumah dan anaknya tanpa seizin
Pemohon;

- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai
1 orang anak;

- Bahwa sejak tahun 2018 Pemohon dan Termohon telah berpisah
tempat tinggal, Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di
Jalan Gatot Subroto, Lingkungan |, Kelurahan Sukaramai, Kecamatan
Binjai Barat, Kota Binjai, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah
kontrakan di Desa Sematar, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat;

- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon
dengan Termohon;

- Bahwa pihak keluarga dan saksi pernah menasehati Pemohon dan
Termohon, tetapi tidak berhasil;
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2. SAKSI Il PEMOHON, telah memberikan keterangan di persidangan
dan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri
yang menikah sejak empat tahun yang lalu di Kecamatan Bahorok;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di
rumah kontrakan di Dusun Bandar Bunga, Desa Sematar, Kecamatan
Bahorok, Kabupaten Langkat dan tidak pernah pindah tempat tinggal;

- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai
1 orang anak;

- Bahwa sejak tahun 2018 Pemohon dan Termohon telah berpisah
tempat tinggal, Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di
Jalan Gatot Subroto, Lingkungan |, Kelurahan Sukaramai, Kecamatan
Binjai Barat, Kota Binjai, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah
kontrakan di Desa Sematar, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat;

- Bahwa yang menjadi penyebab Pemohon dan Termohon berpisah
tempat tinggal karena sering bertengkar;

- Bahwa Saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar
lebih 3 kali;

- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar sejak tahun 2017;

- Bahwa yang menjadi sebab pertengkaran Pemohon dengan
Termohon, karena Termohon merasa kurang cukup uang belanja
rumah tangga yang diberikan Pemohon kepada Termohon, Termohon
sering meninggal-ninggalkan rumah dan anaknya tanpa seizin

Pemohon;

- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak
berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak
keberatan dan kemudian Pemohon menyatakan secara lisan yang pada
pokoknya tetap pada alasan dan dalil permohonan Pemohon serta mohon

putusan yang seadil-adilnya;
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Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di
persidangan, yang pada pokoknya tetap dengan permohonan izin ikrar talak
Pemohon terhadap Termohon dan mohon kepada Majelis Hakim untuk

mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka harus dinyatakan telah
terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam
perkawinan yang sah sejak tanggal 30 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat
sebagai suami isteri yang sah, maka Pemohon sebagai pihak yang
berkepentingan (persona standi in judicio) memiliki kedudukan hukum (legal
standing) sehingga Pemohon berhak mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat
permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam, telah
melakukan perkawinan sesuai hukum Islam dan tercatat, maka perkara ini
merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan
menyelesaikannya sesuai ketentuan dalam Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1)
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, ternyata
Termohon bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Binjai,
akan tetapi Termohon tidak pernah hadir di persidangan setelah Termohon

dipanggil secara resmi dan patut, Termohon juga tidak ada mengajukan eksepsi
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tentang kewenangan, maka perkara ini secara kompetensi relatif merupakan
kewenangan Pengadilan Agama Stabat untuk memeriksa dan mengadilinya
sesuai ketentuan dalam Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun
2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009
Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini Pemohon
dan Termohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan, sebagaimana
ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah
disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2)
dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon
hadir di persidangan secara in person, sedangkan Termohon tidak hadir dan
tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, Termohon
tidak menyampaikan eksepsi tentang kewenangan meskipun berdasarkan
relaas panggilan Nomor 1125/Pdt.G/2020/PA.Stb. tanggal 29 Juli 2020 dan
tanggal 12 Agustus 2020 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut,
tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu
alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan,
maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang

Prosedur Mediasi Di Pengadilan, kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar
berdamai dengan Termohon sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 82 ayat
(1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata
Pemohon ingin bercerai dengan Termohon, dengan alasan sering terjadi
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perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga
Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865

KUH Perdata, Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap
keabsahan perkawinan Pemohon dan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta
nikah sebagai probationis causa, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat
dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah
tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi
Kutipan Akta Nikah (P) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah atas
nama Pemohon dan Termohon yang telah diberi meterai secukupnya dan telah
disesuaikan dengan aslinya yang menerangkan antara Pemohon dengan
Termohon sebagai suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim
berpendapat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai

bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P sebagai akta otentik sesuai
ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata yang telah memenuhi
syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan antara
Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, maka Majelis berpendapat
sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon
telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim

akan mempertimbangkan permohonan cerai yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon
juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang akan
dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang pertama dan saksi yang kedua
pada pokoknya telah memberikan keterangan tentang pertengkaran Pemohon
dengan Termohon yang terjadi sejak tiga tahun yang lalu, kedua orang saksi
melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dengan Termohon

bertengkar disebabkan karena Termohon merasa kurang cukup uang belanja
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rumah tangga yang diberikan Pemohon kepada Termohon, Termohon sering
meninggal-ninggalkan rumah dan anaknya tanpa seizin Pemohon akibatnya
Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak dua tahun
yang lalu, dan atas masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon
tersebut keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan,
namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon adalah
orang yang kenal dekat dengan Pemohon, masing-masing saksi cakap
bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di
depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171, Pasal 172
dan Pasal 175 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi yang diajukan
Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut telah menerangkan tentang
pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan
pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya,
maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1)
dan Pasal 309 R.Bg, keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut telah
memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan dua orang saksi tersebut
telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim
berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg, alat bukti saksi yang
diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi karenanya

Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi yang
telah mencapai batas minimal pembuktian yang telah menerangkan tentang
pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon,
maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah mampu membuktikan dalil

permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon telah beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas
Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah
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memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur’an

dalam Surat Al-Baqarah (2) ayat 227 sebagai berikut :

p 2 F o TE\ LA e s . s

e mosr dlole 2l 0

Artinya:  “ Dan jika mereka berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka
sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang diajukan Pemohon adalah
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam
rumah tangga Pemohon dan Termohon dikaitkan dengan keadaan rumah
tangga Pemohon dengan Termohon yang sulit untuk dirukunkan kembali, maka
Majelis Hakim berpendapat alasan yang diajukan Pemohon telah sesuai
dengan kehendak Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon
tidak melawan hukum dan Majelis memperhatikan dan sependapat dengan
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 09 K/AG/1994 tanggal 25 Nopember
1994 yang berbunyi “Apabila Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara
Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali,
maka telah cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan
Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon”,

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan
patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau
kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut
disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim
berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan
dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Termohon yang telah
dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat
berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, permohonan Pemohon
harus dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P ternyata tidak terdapat catatan

antara Pemohon dengan Termohon pernah bercerai yang dihubungkan dengan
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antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri
(ba'da dukhul), maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam Majelis
Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi
izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di

depan sidang Pengadilan Agama Stabat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf a
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini
termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89
ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,
semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk

membayarnya;

Mengingat semua pasal dalam peraturan dan perundang-undangan
yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3.  Memberi izin kepada Pemohon (x) untuk menjatuhkan talak satu raj'i
terhadap Termohon (x) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya
yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah

Rp796.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Stabat pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020 Miladiyah
bertepatan dengan tanggal 05 Muharram 1442 Hijrivah oleh kami Dra. Siti
Masitah, S.H. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Emidayati serta Drs. H. Amar
Syofyan, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua
Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra.
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Zuairiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa

hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Dra. Siti Masitah, S.H.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Dra. Emidayati Drs. H. Amar Syofyan, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Zuairiah, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00

1. Biaya ProsesRp 50.000,00

2. Biaya Panggilan Rp 680.000 ,00
3. PNBP Panggilan Rp 20.000,00

4. Hak RedaksiRp 10.000 ,00

5. MeteraiRp_6.000,00

Rp 796.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)
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